
BABI 

PENDAHULUAN 

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah deogan mengandalkan 

diperlakukannya secara konsistcn Undang-Undang tentang Pemberantasan Tiodak 

Pidana Korup:;i dan berbagai kctentWlll terkait yang bersifat repressif. Undang

Uodang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 

telah ada aturan yang cukup jclas yaitu Pcraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 

1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. 

Berganti kc ordc baru, kcadaan semak.in buruk mcskipun sudah dilakukan pcrubahan 

pada penmgkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undaog Nomor 3 

Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seoiah tidak berdaya menghambat tindak pidana 

korupsi. 

Pada ordc refonnasi penycmpumaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1971 mclalui Undang-Undaog Nomor 31 Tahun 1999 yangjuga tetah dircvisi 

melolui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bampir tidak mcmbawa pcrubaban 

apa·upa. Bila kita ccrmati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang bendak dicapai 

adalah bersifat umwn, yaitu penegakan kcadilan hukum secara tcgas bagi siapa saja 

yang tetbukti mclakukan tindak pidana korupsi. 
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Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan selwuh warga negara Indonesia, 

dimann dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum 

tersebut dilal-ukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam 

pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan. 

Polisi, Jaksa dan .Hakim merup.'llmn tiga unsur peoegak hukwn yang masing-masing 

mempunyai tugas, v.ev.�nang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturon 

Perundang-Undangan yang berlaku.1 Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat 

penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di daWn 

rangka penegakan hukwn ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan 

yang berbeda-beda sesuni dengan bidangnya serta sesuai deogao ketentuan Perundang-

Undangan yang bcrlaku, akan tetapi secara bcrsarna-sama mempunyai kesamaan 

dalam tujuan pokokoya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana. 

Dalam penanganan tiodak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan 

juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tiodak pidana 

korupsi secara penal sangat domioao, aninya secara penal adalah pemberantasan 

tiodak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain 

peoaoganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu 

digunak.an saran.anon hukum pidana, misalnya dengan hukum admioisuasi.2 

1 Soerjono Soebnt.O, Fabor-Fabor yang MempmganJo/ Penegakan Huhim. PT Raja 
Gratindo Persa<la, Jakana, 2002, baL 46. 

2 Ibid., ha!. 79. 
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Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kcjaks-1an, baik 

meogeoai pemahaman dan pengertian serta peng11asaan Peraturan Perundang

Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasao 

tindak pidana korupsi dapat berhasil. Pengi•asaan tersebut sanga1 penting sifatnya 

karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-dri tersendiri. Ciri pada 

pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang 

berpendidikan tinggi dan punya jabatan 

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam ha.I 

melaporkannya.. Diibaratka.n sebagai "Linglcaran setao", maksud dari linglcaran Sdan 

iersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mcngetahuj 

telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib. ada yang 

mengetahui 13pi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang. ada yang 

boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya lcuasa, ada yang punya kuasa 

tapi tidak mau, sebalilmya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak 

mau untuk melapor pada yang berwajib. 

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam 

peoanga.nanya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dnpat 

diselesaikan perkaranya oleh jak:sa. Jaksa sebagai penyidik mcrangkap sebagai 

penuntut wnwn dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyclesaikan 

kewajibannya tcrsebut Jaksa harus bekerja sama dengan fihak lain yang terkait. Kcrja 

sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hulcum, karena dalam melakukan 

kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum 
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Sistem Hukum Acara Pidana Untuk Perkara Korupsi (Studi Ka.>us di Pengadilan 

Ncgeri Medanr. Agar tid.ak menimbulkan permaS!llahan dalaro hal pembahasan 

skripsi ini nantinya, maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang 

diajuk.an yaitu: 

Peranan adalah tugas atau kewenangan yang diberikan karena suatu jabatan 

tenentu.3 

- Jak.sa menurut PasaJ I Angka I Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaao Republik Indonesia ditentulcan bahwa Jak.sa ada1ah pejabat fungsional 

yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertind.ak sebagai 

penyelidik, menuntul umwn dan pelaksanaan putusan pcngadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum serta weweoang lain berdasarkun Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004. 

Untuk adalah suatu kondisi yang menerangkan kea.daan tertentu.4 

Sistem adalah saatu tata cara yang tersusun sedemikian rupa. 5 

- Hukum Acara Pidana adalah tata cara yang diterapkan dalam ha! beracara di 

bidang hulrum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. 

Perkara Korupsi adalah perkara yang berhubungan dengan kegiatan merugikan 

lceuangan negara. 

' Oinas PaJdidil<an Nuional. Kamus Baar Bahasa Jndonaia, PN. Balai PuSlaka, Jabitam 
2003, ha!. 65S. 

'Ibid, bal. 144. 
'Ibid., hat 832. 
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